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Marital rape merupakan bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan
hubungan seksual oleh salah satu pasangan dalam ikatan perkawinan tanpa
persetujuan pihak lain. Hukum positif Indonesia melalui Pasal 473 KUHP Baru
telah mengakui marital rape sebagai tindak pidana perkosaan, namun ayat (6)
masih mempertahankan mekanisme delik aduan sehingga penuntutan bergantung
pada pengaduan korban. Kondisi ini menimbulkan ketegangan dengan prinsip
magqasid al-syari‘ah yang menuntut perlindungan aktif negara terhadap jiwa dan
martabat manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan magqasid al-
syart‘ah terhadap pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri, serta dialektika
hukum positif Indonesia dan magasid al-syari‘ah dalam persoalan marital rape.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji
kaidah, asas, dan doktrin hukum melalui bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan
analisisnya menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis untuk menjawab
rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan seksual dalam hubungan
suami istri bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan mafsadah
terhadap perlindungan jiwa (kifz al-nafs), keturunan (kifz al-nasl), dan martabat
manusia. Hak istimta ‘ yang lahir dari akad nikah tidak bersifat absolut, melainkan
dibatasi oleh prinsip mu ‘asyarah bi al-ma ‘rif, kerelaan pihak, dan kaidah al-
darar yuzal, sebagaimana ditegaskan konsep al-ightisab al-zawji, sehingga akad
nikah tidak dapat melegitimasi pemaksaan seksual. Dialektika hukum positif
Indonesia dan magasid al-syart‘ah menunjukkan titik temu pada tataran substansi,
yaitu sama-sama menolak doktrin marital rape exemption, sebagaimana tercermin
dalam evolusi pengaturan dari KUHP lama, UU PKDRT, UU TPKS, hingga Pasal
473 KUHP Baru. Namun, keselarasan belum terwujud pada aspek prosedural
karena Pasal 473 ayat (6) masih mempertahankan delik aduan yang membatasi
peran negara dan menggantungkan akses keadilan pada inisiatif korban yang
berada dalam relasi kuasa tidak seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini
menawarkan reformulasi delik marital rape menjadi delik biasa berorientasi
perlindungan otonomi korban guna menyelaraskan hukum pidana Indonesia
dengan kemaslahatan magasid al-syari‘ah.
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Marital rape is a form of sexual violence in which one spouse forces
sexual intercourse upon the other within a marital bond without the other party's
consent. Indonesian positive law, through Article 473 of the New Penal Code
(KUHP Baru), has recognized marital rape as the criminal offense of rape;
however, paragraph (6) still retains a complaint-offense (delik aduan)
mechanism, making prosecution dependent on the victim's report. This condition
creates tension with the principle of maqgasid al-shart'ah, which demands the
state's active protection of human life and dignity. This study aims to analyze the
magqasid al-shari’ah perspective on sexual coercion within marital relationships,
as well as the dialectics between Indonesian positive law and magqasid al-shari'ah
on the issue of marital rape.

This study is a normative legal research examining legal norms,
principles, and doctrines through primary, secondary, and tertiary legal
materials, employing statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal
materials were collected through library research, while the analysis employed a
descriptive-analytical qualitative method to address the research problems.

The findings show that sexual coercion within marital relationships
contravenes the objectives of sharia, as it gives rise to mafsadah against the
protection of life (kifz al-nafs), lineage (kifz al-nasl), and human dignity. The
right of istimta' arising from the marriage contract is not absolute; rather, it is
bound by the principle of mu'dasyarah bi al-ma'riff, mutual consent, and the legal
maxim al-darar yuzal, as affirmed by the concept of al-ightisab al-zawyt.
Consequently, a marriage contract cannot legitimize sexual coercion. The
dialectics between Indonesian positive law and maqasid al-shari'ah reveal a point
of convergence at the substantive level, in that both reject the doctrine of marital
rape exemption, as reflected in the evolution of regulations from the old Penal
Code, the Domestic Violence Law (UU PKDRT), the Sexual Violence Crimes Law
(UU TPKS), through to Article 473 of the New Penal Code. However, this
alignment has not yet been achieved at the procedural level, since Article 473
paragraph (6) still retains the complaint-offense mechanism, which limits the
state's role and makes access to justice dependent on the initiative of victims who
exist within an unequal power relationship. Therefore, this study proposes
reformulating the marital rape offense from a complaint offense into an ordinary
offense (delik biasa) oriented toward protecting victim autonomy, in order to
align Indonesian criminal law with the maslahah of magasid al-shart'ah.
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